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V.1	Kesimpulan
Berdasarkan analisa permasalahan yang telah penulis lakukan pada Kertas Kerja Wajib ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :  
Tata cara pengangkutan kendaraan di atas KMP.Baronang tidak sesuai dengan tata cara pengangkutan kendaraan yang telah di atur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 seperti:
· Pelabuhan Penyeberangan Bastiong tidak menyediakan alat timbang kendaraan
· Ruang penempatan kendaraan tidak steril dari penumpang selama pelayaran
· Jarak melintang dan jarak membujur antara titik tempat mengikat yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
· Jenis alat pengikat yang disediakan tidak semuanya memenuhi standar berdasarkan PM 115 Tahun 2016
· Jumlah alat pengikat yang disediakan pada KMP. Baronang tidak mencukupi
· Pada KMP. Baronang tidak melakukan pengikatan selama pelayaran
· Pengaturan jarak antar kendaraan yang saling berdekatan 

V.2	Saran
       Pelabuhan Penyeberangan Bastiong perlu untuk meningkatkan Pelayanan di KMP. Baronang berdasarkan tata cara pengangkutan kendaraan diatas kapal dan kewajiban pengikatan kendaraan pada angkutan penyeberangan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut terkait :
· Perlu adanya pengadaaan jembatan timbang di Pelabuhan Penyeberangan Bastiong  
· Perlu adanya tindakan tegas dari pihak kapal bagi penumpang yang menempati kendaraan selama pelayaran agar sterilisasi penumpang selama pelayaran tetap terjaga
· Mengganti jarak melintang dan membujur antara titik kendaraan yaitu dengan jarak melintang 2.8 s.d 3 meter dan jarak membujur 2.5 meter
· Jenis alat pengikat harus disesuaikan berdasarkan peraturan yang telah di tetapkan 
· [bookmark: _GoBack]Pihak operator diharapkan melengkapi alat pengikat menjadi 48 alat pengikat untuk 12 kendaraan yang terletak di barisan haluan, barisan tengah dan barisan buritan, selebihnya menggunakan klem pada rodanya
· Pihak operator kapal harus mewajibkan melakukan pengikatkan selama pelayaran, apabila pengikatan selama pelayaran ini tidak terpenuhi maka sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 pada Pasal 23 ayat (1), (2), (3) yaitu diberikan sanksi admnistratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin apabila perusahaan angkutan umum tidak melaksanakan kewajiban setelah pembekuan izin
· Petugas  mengatur jarak antar kendaraan yaitu jarak antara salah satu sisi kendaraan 60 cm, jarak muka dan belakang 30 cm dan jarak terhadap dinding kapal yaitu 60 cm.
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